BAB V

KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya

berkenaan dengan penerapan asas keseimbangan dalam Perjanjian Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Perjanjian pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah salah satu bentuk
dari kontrak publik karena salah satu pihak yang terlibat adalah penguasa
(pemerintah). Kontrak publik dapat menimbulkan kemungkinan-
kemungkinan negatif, salah satunya adalah kemungkinan adanya
penyalahgunaan keadaan. Adanya penyalahgunaan keadaan dapat
menimbulkan  ketidakseimbangan dalam Perjanjian Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. Dikaitkan dengan kemungkinan negatif
tersebut, maka asas keseimbangan berfungsi sebagai suatu jawaban
untuk mencegah atau menyelesaikan kemungkinan-kemungkinan negatif

tersebut.

Asas keseimbangan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur
keabasahan suatu perjanjian. Asas keseimbangan juga berfungsi
memberi penilaian apakah dalam pembentukan perjanjian (incasu
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa) telah dilalui dengan prosedur yang
mencerminkan adanya keseimbangan posisi para pihak sehingga tidak
adanya tekanan-tekenan tertentu yang menimbulkan adanya prestasi
yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan para pihak, dan terwujudnya
keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Asas keseimbangan belum terwujudkan dalam beberapa proses dan

ketentuan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
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a. Tahap Rapat Pelaksanaan Kontrak
Mengacu pada Subbab 7.7 tentang Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018, dalam hal
pelaksanaan kontrak yang bernilai besar atau kompleks, PPK dan
Penyedia Barang/Jasa harus melakukan rapat tatap muka untuk
mendiskusikan kesamaan pemahaman dan adminstrasi Kontrak.
Bahwa ketentuan tersebut perlu juga diterapkan terhadap kontrak
yang bernilai kecil. Bahwa pentingnya kesamaan pemahaman
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antar para pihak untuk
meminimalisir resiko kerugian atau kemungkinan terjadinya
kesesatan atau dwaling sebagaimana dimaksud Pasal 1322
KUH.Perdata. Dengan adanya kemungkinan dwaling maka
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa tidak memenuhi syarat keabsahan
perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH.Perdata. Oleh
sebab itu, Penulis berpendapat, bahwa harus adanya ketentuan
untuk mewajibkan para pihak saling tatap mata mendiskusikan
pemahaman dan adminstrasi perjanjian yang dibuatnya, termasuk
terhadap kontrak dengan nilai kecil. Kesempatan untuk
menyamakan pemahaman dan admistrasi perjanjian tersebut dapat

menjadi perwujudan asas keseimbangan.

b. Ketentuan Jaminan Pelaksanaan
Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Perpres Nomor 16 Tahun 2018, nilai
Jaminan Pelaksanaan hanya sebesar 5% dari nilai kontrak atau 5%
dari nilai HPS. Jaminan Pelaksanaan bertujuan untuk menjamin
atas kualitas atas hasil pekerjaan yang telah disepakati. Apabila
dikaitkan dengan keseimbangan hak dan kewajiban, seharusnya
Pengguna Barang/Jasa berhak atas seluruh dana yang telah
dikeluarkan yang Dbertujuan agar Penyedia Barang/Jasa
melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dijanjikan yaitu

memenuhi kualitas atas hasil pekerjaan. Pengguna Barang/Jasa
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mengeluarkan dana sebesar nilai kontrak, namun Jaminan
Pelaksanaan sebagai bentuk perlindungan atas risiko kerugian yang
timbul akibat wanprestasi yang dilakukan Penyedia Barang/Jasa
hanya sebesar 5% dari nilai kontrak atau 5% dari nilai HPS. Hal ini
menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Seharusnya,
nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar nilai kontrak atau nilai
pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa. Hal ini bertujuan agar
tidak adanya kerugian yang dialami oleh Pengguna Barang/Jasa

atas perbuatan wanprestasi oleh Penyedia Barang/Jasa.

c. Ketentuan Denda dan Sanksi

Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tidak adanya ketentuan
tentang pemberian sanksi kepada PPK dalam hubungan
kontraktual dengan Penyedia Barang/Jasa. Penulis berpendapat,
bahwa seolah-olah dengan tidak diaturnya ketentuan perbuatan
yang dilarang dilakukan oleh PPK dalam hubungan kontraktual
dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menunjukan
ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. Penyedia Barang/Jasa
tidak memiliki alas hukum atas perbuatan yang menurutnya
mungkin tidak patut atau tidak pantas atau layaknya untuk dilarang
dilakukan oleh PPK. Seharusnya, Perpres Nomor 16 Tahun 2018
juga menjabarkan ketentuan tentang perbuatan apa saja yang
dilarang dilakukan PPK dalam hubungan kontraktualnya dengan
Penyedia Barang/Jasa. dengan tidak adanya ketentuan perbuatan
yang dilarang dilakukan oleh PPK dalam hubungan kontraktual
dengan Penyedia Barang/Jasa, Penulis berpendapat, bahwa hal ini
mencerminkan ketidakseimbangan posisi para pihak sehingga

tidak mencerminkan asas keseimbangan.
3. Dalam hal tidak terwujudnya asas keseimbangan dalam Perjanjian
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka terdapat beberapa upaya

untuk memulihkan kembali keseimbangan. Upaya tersebut digunakan
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sebagai bentuk perlindungan hukum agar para pihak dapat
menyelesaikan permasalahan ketidakseimbangan perjanjian. Bentuk
upaya pemulihan keseimbangan dapat dilakukan dengan:

a. Permohonan pembatalan atau batal demi hukum suatu
perjanjian karena tidak terwujudnya asas keseimbangan dalam
perjanjian.

b. Negosiasi ulang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan
maksud perjanjian tersebut dan memulihkan
ketidakseimbangan. Negosiasi dapat dilakukan dengan
merundingkan kembali atau merumuskan kembali muatan isi
perjanjian.

c. Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, pengadilan, atau
LKPP sebagai organ layanan penyelesaian sengketa Kontrak

Pengadaan Barang/Jasa.

2. Saran
1. Dengan adanya keterikatan yuridis berdasarkan suatu perjanjian maka
perlu adanya asas-asas hukum sebagai dasar untuk memaknai atau
menafsirkan keterikatan yuridis tersebut, salah satunya adalah asas
keseimbangan. Asas keseimbangan berfungsi sebagai suatu jawaban
untuk mencegah atau menyelesaikan kemungkinan-kemungkinan negatif
pada suatu perjanjian termasuk Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. Oleh karena itu pentingnya asas keseimbangan sebagai
landasan keterikatan yurudikal dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus melalui
proses Pengadan Barang/Jasa Pemerintah. Proses tersebut juga perlu
mencerminkan asas keseimbangan. Melalui proses tersebut dapat
dipahami suatu maksud dan tujuan dari muatan isi Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa. Proses Pengadaan Barang/Jasa harus menciptakan suatu
posisi tawar yang seimbang antar para pihak sehingga prestasi dan
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kontraprestasi yang dimanifestasikan dalam klausul-klausul sesuai

dengan kepentingan para pihak secara adil.

Keberadaan Jaminan Pelaksanaan dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah harus sesuai tujuannya, Yyaitu melindungi Pengguna
Barang/Jasa dari resiko kerugian yang timbul dari wanprestasi Penyedia
Barang/Jasa. Penulis berpendapat bahwa nilai Jaminan Pelaksanaan
sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau dari nilai HPS terlalu
kecil untuk menutupi resiko kerugian tersebut. Pengguna Barang/Jasa
berhak atas pemenuhan prestasi Penyedia Barang/Jasa sesuai yang telah
dijanjikan. Hak itu timbul karena Pengguna Barang/Jasa telah
mengeluarkan dana. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan nilai
Jaminan Pelaksanaan yang lebih seimbang untuk menutupi resiko
kerugian yang mungkin dialami oleh Pengguna Barang/Jasa. Perubahan
nilai Jaminan Pelaksanaan dengan cara Penyedia Barang/Jasa
memberikan Jaminan Pelaksanaan pada setiap progress pekerjaan. Pada
setiap termin pekerjaan dimulai, Penyedia Barang/Jasa memberikan
Jaminan Pelaksanaan terhadap pelaksanaan pekerjaan pada termin
tersebut. Penulis berpendapat bahwa dengan adanya ketentuan tersebut,
diharapkan mewujudkan efektifitas dalam pencairan Jaminan
Pelaksanaan pada setiap progres kegiatan yang dilakukan oleh Penyedia
Barang/Jasa apabila pada progres Kkegiatan tersebut Penyedia
Barang/Jasa melakukan perbuatan wanprestasi. Disisi lain hal tersebut
mewujudkan tujuan keberadaan dari Jaminan Pelaksanaan, sehingga
memberikan keseimbangan hak dan kewajiban, incasu pemenuhan hak
Pengguna Barang/Jasa atas seluruh dana yang telah dikeluarkan untuk
pembayaran setiap progres kegiatan dan pencairan Jaminan Pelaksanaan,
disisi lain menjadi kewajiban Penyedia Barang/Jasa untuk menyediakan
Jaminan Pelaksanaan dengan nilai jaminan yang dapat mewujudkan

tujuan keberadaan Jaminan Pelaksanaan.
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Bahwa pentingnya kesamaan pemahaman Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa antar para pihak untuk meminimalisir resiko kerugian atau
kemungkinan terjadinya kesesatan atau dwaling sebagaimana dimaksud
Pasal 1322 KUH.Perdata. Penulis menyarankan bahwa perlu adanya
ketentuan untuk mewajibkan para pihak saling tatap mata mendiskusikan
pemahaman dan adminstrasi perjanjian yang dibuatnya, termasuk
terhadap kontrak dengan nilai kecil. Kesempatan untuk menyamakan
pemahaman dan admistrasi perjanjian tersebut dapat menjadi
perwujudan asas keseimbangan. Kesempatan tersebut tidak hanya
diterapkan pada kontrak dengan nilai besar dan kompleks saja, namun
juga terhadap kontrak bernilai kecil.

Bahwa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tidak adanya ketentuan
tentang perbuatan yang dilarang dilakukan oleh PPK dalam hal hubungan
kontraktualnya dengan Penyedia Barang/Jasa. Apabila hal tersebut
tersebut dituangkan ke dalam kontrak dan dalam kontrak itu sendiri tidak
ada klausul tentang pelanggaran serta sanksi kepada PPK, maka dapat
saja menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak
dalam kontrak pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu perlunya
penerapan asas keseimbangan. Penulis menyarankan bahwa perlunya
perubahan pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 untuk mengatur
perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh PPK dalam hubungan
kontraktualnya dengan Penyedia Barang/Jasa serta sanksi terhadap
larangan tersebut. Hal ini dilakukan agar Penyedia Barang/Jasa memiliki
alas hukum untuk melindungi dari perbuatan PPK yang mungkin dapat
dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak patut atau layaknya untuk

dilarang dilakukan.
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